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P U T U S A N

Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Bji

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1,

tempat  kediaman  di  Kota  Binjai,  Sumatera

Utara,  Berdasarkan  surat  kuasa  khusus  yang

telah  terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Binjai  bertanggal  06  Desember  2023

Penggugat  telah  memberikan  kuasa  kepada

Rivaldy Yogaswara, S.H. advokat/kuasa hukum

dan telah memilih  domisili  pada kantor  kuasa

hukum yang beralamat di Jl.  Puri  No 10, Kel.

Kota  Matsum  III,  Kec.  Medan  Kota,  Kota

Medan,  Prov.  Sumatera  Utara.  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  06 Desember

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register
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perkara  Nomor  656/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal  06  Desember  2023,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  Hari  Sabtu  tanggal  10  November  2016  atau  09

Shafar  1438   Hijriah  telah  dilangsungkan  perkawinan  antara  Penggugat

dengan  Tergugatyang  dilaksanakan  menurut  hukum  dan  sesuai  dengan

tuntunan  ajaran  agama  Islam.  Perkawinan  tersebut  telah  dicatatkan  di

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan   Sunggal, sebagaimana tercatat

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1566/102/XI/2016; 

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatdilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk

rumah tangga yang bahagia  serta  penuh dengan keberkahan dari  Allah

SWT; 

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tegugat tinggal bersama

di kediaman bersama di Beralamat di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara; 

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan  berlangsung,  Penggugat  dan

Tergugattelah berkumpul dan bergaul selayaknya hubungan suami dan istri

akan tetapi Tidak memiliki seorang anak; 

5. Bahwa  setelah  berumah  tangga  dengan  Tergugatketenteraman

rumah tangga antara Penggugat  dan Tergugatsudah tidak  harmonis  lagi

sejak  Desember  2022,  Dimana  sejak  tahun  tersebut  Penggugat  dan

Tergugatmulai  sering  terjadi  percekcokan  dan  pertengkaran  besar  yang

terjadi secara terus menerus di akibatkan Telah terjadi perselingkuhan yang

dilakukan oleh Tergugat; 

6. Bahwa  Puncaknya  Terjadi  Pada  Bulan  Februari  2023  dimana

Penggugat mendapati Tergugatberduan-duan bersama dengan wanita lain

yang bukan muhrimnya dengan keadaan pintu dikunci dari dalam di rumah

kediaman  Penggugat  dan  Tergugat,  Dimana  akibat  hal  tersebut

mengakibatkan Penggugat sangat marah dan merasa tidak tahan lagi untuk

tinggal bersama dengan Tergugat; 

7. Bahwa  akibat  kejadian  tersebut  Penggugat  memutuskan  untuk

meninggalkan rumah kediaman Penggugat  dan  Tergugatyang terletak  di

Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara; 
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8. Bahwa  selain  adanya  orang  ketiga  didalam  Pernikahan

Penggugat  dan Tergugat,  sudah 2 (dua)  Tahun Penggugat  tidak  pernah

mendapatkan nafkah dari Tergugat; 

9. Penggugat  memahami  kondisi  rumah  tangganya  dengan

Tergugattidak  dapat  dipertahankan  lagi  dalam  suatu  ikatan  Perkawinan

disebabkan terjadinya Percekcokan dan Perselisihan secara terus menerus

yang menyebabkan Ketidak Cocokan dan tidak adanya keharmonisan lagi

untuk menjalani Hubungan Suami-Istri, serta Tergugatjuga tidak menafkahi

Penggugat; 

10. Bahwa percek-cokan secara terus menerus yang terjadi di dalam

rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugatsudah  sangat  menguras

energy  Penggugat  baik  secara  pisik  maupun  secara  mental,  dan  hal

tersebut  sudah  sangat  jauh  dari  tujuan  di  langsungkannya  suatu

pernikahan; 

11. Bahwa selain alasan Percek-cokan secara terus menerus, selama

pernikahan A quo berlangsung Tergugattelah melanggar Sigat Ta'lig, dalam

Poin 2.Yang berbunyi  tidak memberi nafkah wajib kepada Tergugatselama

3  (Tiga)  bulan  lamanya,  yang  dimana  sudah  selama  2  (dua)  Tahun

Penggugat tidak pernah di berikan nafkah oleh Tergugat; 

12. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugatsebagaimana  diuraikan  diatas  sudah  sangat  sulit  dibina  untuk

membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah

sebagaimana maksud dan tujuan dari  suatu  perkawinan,  sehingga lebih

baik diputus karena perceraian; 

13. Bahwa sesuai  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang  No.  1  tahun

1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa

;   Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita

sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;  

Apabila  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tersebut

diatas  dikaitkan  dengan  keadaan  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak
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ada lagi  didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,  dimana

perkawinan Penggugat dan Tergugatterlihat telah mengandung cacat dalam

pelaksanaannya,  sehingga  dengan  demikian  tidak  mungkin  perkawinan

tersebut dipertahankan lagi; 

14. Bahwa  selain  dari  pada  itu,  Gugatan  Cerai  yang  di  ajukan

Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus

menerus antara Penggugat dan Tergugatjuga telah memenuhi  ketentuan

Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  yang  pada

pokoknya menyebutkan bahwa : 

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; 

15. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  Penggugat  untuk

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugatatas dasar pertengkaran yang

terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu

ikatan  perkawinan,  telah  memenuhi  unsur  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal  116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum

Islam,  sehingga  berdasar  hukum  untuk  menyatakan  permohonan  cerai

talak ini dikabulkan; 

16. Bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  84  ayat  (1)  Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  diubah  oleh  Undang-undang  No.  3

Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  serta  SEMA  No.  28/TUADA-

AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan

Agama  Binjai  untuk  mengirimkan  salinan  penetapan  ikrar  talak  kepada

Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugatdan Kantor

Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat  dan Tergugatuntuk dicatat

dalam daftar yang tersedia untuk itu; 

17. Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  dan  dalil-dalil  diatas

permohonan  Penggugat  di  atas,  maka  Penggugat  berkeyakinan  Rumah

Tangga  Penggugat  dan  Tergugattidak  bisa  dipertahankan  lagi  sehingga

antara Penggugat dan Tergugattidak akan ada harapan untuk hidup rukun

lagi, oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan Rumah Tangga
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bersama  Tergugat,  Penggugat  sudah  berketetapan  hati  untuk  bercerai

dengan Tergugat; 

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat bermohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai c.q. Majelis Hakim segera menentukan

hari sidang guna memeriksa dan mengadili perkara A quo, agar menjatuhkan

Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan  biaya  Perkara  sesuai  dengan  ketentuan

Hukum yang berlaku; 

Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya 

(Ex Aquo et bono).

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  (Dedi

Susanto, S.H., M.H., CPM.), ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

mendamaikan Penggugat  dan Tergugat agar kembali  rukun membina rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat atau kuasanya yang sah

tidak  datang  menghadap  ke  persidangan  meskipun  telah  dipanggil  dengan

resmi  dan  patut  serta  ketidakhadirannya  tersebut  tidak  ternyata  disebabkan

oleh  suatu  halangan  yang  sah,  oleh  karenanya  perkara  diperiksa  diluar

hadirnya Tergugat;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Sunggal Kabupaten

Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor 1566/102/XI/2016 tanggal 10

November  2016,  yang  telah  dilegalisir  serta  telah  dibubuhi  meterai

secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya,

ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI  1,  umur  56  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

sepupu Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri

yang telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai

anak;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal  bersama  di

rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat awalnya dalam keadan harmonis, namun sejak awal tahun

2023 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering

bertengkar hal ini disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

sejak pertengahan tahun 2023;

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat

dan Tergugat bertengkar;

 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak

berhasil;

 Bahwa  saksi  menyatakan  tidak  sanggup  mendamaikan  kedua

belah pihak;

2. SAKSI  2,  umur  55  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:
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 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

tetangga Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri

yang telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai

anak;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal  bersama  di

rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat  awalnya  dalam  keadan  harmonis,  namun  sejak  Februari

2023 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering

bertengkar hal ini disebabkan Tergugat membawa wanita idaman lain

kedalam rumah;

 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

sejak pertengahan tahun 2023;

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat

dan Tergugat bertengkar;

 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak

berhasil;

 Bahwa  saksi  menyatakan  tidak  sanggup  mendamaikan  kedua

belah pihak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya

dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya

tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara a quo sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis

Hakim  terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  kewenangan  Pengadilan

Agama Binjai untuk mengadili perkara a quo;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 656/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  cerai  gugat  merupakan

wewenang  Pengadilan  Agama  dan  berdasarkan  keterangan  Penggugat  di

persidangan  terbukti  Penggugat  bertempat  kediaman  di  wilayah  hukum

Pengadilan Agama Binjai,  berdasarkan ketentuan Pasal  49 huruf a Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun  1989,  baik  secara  absolut  maupun  relatif  Pengadilan  Agama  Binjai

berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara elektronik sebagaimana

sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan  Secara  Elektronik,  dengan  demikian  pemanggilan  tersebut

dinyatakan sah;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar

mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan

Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai; 

Menimbang, bahwa selain telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim

dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan

Tergugat  untuk  melakukan  mediasi  oleh  Dedi  Susanto,  S.H.,  M.H.,  CPM.

sebagai  Mediator  yang telah  ditunjuk,  namun berdasarkan laporan mediator

upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah

terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  setelah  pelaksaan  mediasi,  Tergugat  atau

kuasanya yang sah tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah

dipanggil  dengan  resmi  dan  patut  serta  ketidakhadirannya  tersebut  tidak
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ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara

diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka

diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan

gugatan  perceraian  adalah  karena  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sejak  Desember  2022yang

disebabkan oleh Tergugat  berduan-duaan bersama dengan wanita lain  yang

bukan muhrimnya dengan keadaan pintu dikunci dari dalam di rumah kediaman

Penggugat dan Tergugat,  dan pada Februari  tahun 2023 merupakan puncak

permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat

dan  tergugat  telah  pisah  rumah,  oleh  karenanya  secara  formil  gugatan

Penggugat  patut  diterima  untuk  diperiksa  dan  dipertimbangkan  lebih  lanjut

dengan dalil  ”Antara suami dan isteri  terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga” (Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975 jo.

Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang,  bahwa selanjutnya  Penggugat  mengajukan  bukti  surat  P

dan 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  berupa  Fotokopi  Akta  Nikah  Nomor

1566/102/XI/2016  Tanggal  10  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  KUA

Sunggal  Kabupaten  Deli  Serdang  Provinsi  Sumatera  Utara  oleh  karena  itu

terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

menurut  Undang-Undang,  juga  Penggugat  dianggap  sebagai  pihak  yang

berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in justicio);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan  Penggugat  tersebut,  Majelis

Hakim  telah  mendengarkan  keterangan  saksi-saksi  sebagaimana  terurai  di

atas;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah

orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi  sebagaimana yang diatur

dalam Pasal  172 R.Bg  jo Pasal  22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinan,  saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  sudah  dewasa

sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-

saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur

dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat

formil alat bukti saksi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  keterangan  yang  diberikan  saksi

merupakan  keterangan  yang  berdasarkan  atas  pengetahuannya,  saling

berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil  gugatan Penggugat

tentang  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  upaya  damai  yang

dilakukan  keluarga  untuk  rukun  kembali  juga  tidak  berhasil,  sehingga

keterangan saksi-saksi  tersebut telah memenuhi  syarat  materil  sebagaimana

dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan

Pasal  1908  KUHPerdata,  oleh  karenanya  keterangan  kedua  saksi  tersebut

memiliki nilai pembuktian;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti-bukti

yang  diajukan  oleh  Penggugat  serta  keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim

berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat  tentang ketidakharmonisan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  karena  sering  terjadi  pertengkaran  yang

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari

2023 telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  petitum

gugatan Penggugat nomor 2 tentang jatuhnya talak bain sughro Tergugat atas

diri Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  pernikahan  adalah  suatu ikatan  yang  kuat

(mitsaaqon  gholiidhan) yang  memiliki  nilai  ibadah  untuk  memenuhi  perintah

Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah  sebagaimana  tujuan  hukum  Islam  maupun  hukum  positif  (Pasal  1
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum

Islam); 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan hasil  rapat  pleno kamar  tahun 2013

yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA nomor

4 tahun 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga sudah pecah (broken

marriage)  dengan indikator antara lain:  Sudah ada upaya damai tetapi  tidak

berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu

pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai  suami

istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang

ditemukan dalam persidangan (seperti  adanya konsumsi  narkoba,  main  judi

dan lain-lain);

Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan kondisi  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  yang  sering  bertengkar  hingga  menyebabkan

Penggugat dan pisah rumah sejak Februari 2023 hingga sekarang, dan juga

kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim

menilai  keadaan  rumah  tangga  kedua  belah  pihak  telah  memenuhi  kriteria

broken  marriage atau  retak sedemikian  rupa,  tidak  terwujud  lagi  suatu

kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah

satu unsur pernikahan adalah ikatan lahir  bathin dan apabila unsur tersebut

tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak

ada  keharmonisan  lagi,  dengan  tetap  mempertahankan  kondisi  yang

sedemikian  rupa dikhawatirkan akan timbul  kemudhorotan yang lebih  besar,

padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini

sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa’idul Fiqh yang disusun

oleh Syekh Abdullahh bin Sa’id Muhammad ‘Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris

ke 19 yang artinya berbunyi :

المَصَالحِِ    دَ   جَلبِْ مِنْ أوَلْى رْءُالمَْفَاسِدِ  

“menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” 

sehingga  apabila  berkumpul  kemafsadatan  dengan  kemashlahatan  maka

diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini; 
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Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam

kitab  Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim

diangkat sebagai pendapat hukum artinya:

“Dan  Islam telah  memilih  peraturan  perceraian  pada  saat  kehidupan
rumah tangga telah mengalami  kegoncangan sehingga tidak  berguna
lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan
bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan
berarti  telah  menghukum  salah  satu  di  antara  suami  isteri  tersebut
dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan
suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”. 

Menimbang, bahwa selain itu  berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

dalam satu tempat  kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat  untuk

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan di  atas  maka gugatan

Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan  dengan dijatuhkannya

talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan talak

satu ba'in shughra;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,

maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  3  tahun  2006

juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
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Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Binjai  pada hari   Rabu tanggal  31 Januari  2024 Masehi  bertepatan

dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami H. Abdul Gani Syafii, S.H.I.,

M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  Nur  Khozin  Maki,  S.H.I.  dan  Fatma  Khalieda,

S.Sy., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari

itu  juga  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis

didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Selamat, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota 

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Ketua Majelis,

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Selamat, S.H.

Perincian biaya:

-  Pendaftaran : Rp 30.000,-

-  Biaya Proses : Rp 50.000,-

-  Panggilan : Rp 152.000,-

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

-  Redaksi : Rp 10.000,-

-  Meterai : Rp 10.000,-

-  PBT Putusan : Rp 38.000,-

-  PNBP PBT : Rp               10.000,-  

J u m l a h : Rp 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 656/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


